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Abstrak−Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh whistleblowing system dan big data terhadap pendeteksian fraud 

di sektor publik. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada 112 auditor BPK RI Perwakilan Jawa 

Timur. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode SEM-PLS. Hasil uji outer model menunjukkan validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian terpenuhi. Uji struktural menemukan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendeteksian fraud, sedangkan big data berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

big data lebih efektif dalam mendukung proses audit dibandingkan pelaporan manual melalui whistleblowing. Penelitian ini 

memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur fraud detection serta implikasi praktis bagi auditor dan pembuat kebijakan dalam 

merancang sistem deteksi fraud yang adaptif dan berbasis teknologi. 

Kata Kunci: Whistleblowing System; Big Data; Kecurangan; SEM-PLS; Audit Publik 

Abstract−This study aims to analyze the influence of the whistleblowing system and big data on fraud detection in the public 

sector. A quantitative approach was employed by distributing questionnaires to 112 auditors of the Audit Board of Indonesia (BPK) 

in East Java. Data were processed using the SEM-PLS method. The outer model results confirmed the validity and reliability of 

the research instruments. The structural model test revealed that the whistleblowing system has no significant effect on fraud 

detection, while big data shows a positive and significant impact. These findings indicate that big data is more effective in 

supporting audit processes than manual whistleblowing mechanisms. This study contributes theoretically to the literature on fraud 

detection and provides practical implications for auditors and policymakers in designing technology-based fraud detection systems. 
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1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi organisasi sektor swasta maupun publik, karena memiliki 

peran strategis, yaitu: mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, menunjukkan integritas, 

sarana komunikasi kepada semua pihak atau stakeholders (Taruno & Budiwitjaksono, 2025; Pitaloka & 

Budiwitjaksono, 2022; Wiratama & Budiwitjaksono, 2021; Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021;) dan menjadi 

sumber data relevan serta dapat dipercaya (Budiwitjaksono et al., 2024). Menurut Ashraf et al., (2019), laporan 

keuangan yang berkualitas mencerminkan operasional perusahaan dan arus kas secara tepat, serta menjadi dasar utama 

dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Di sektor publik, laporan keuangan berfungsi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan alat penilai kinerja yang objektif (Firmansyah et al., 

2022). Namun demikian, dorongan untuk menampilkan citra keuangan yang baik seringkali membuka celah terjadinya 

manipulasi laporan (Eny Kusumawati, Ika Putri Yuliantoro, 2021), terutama jika tidak diimbangi dengan 

implementasi tata kelola yang efektif (Tutino & Merlo, 2019). Tindakan manipulasi mencerminkan konflik 

kepentingan antara pengelola dan prinsipal dapat menimbulkan konservatisme dan meningkatkan risiko litigasi serta 

mempengaruhi relevansi informasi (Kinaryosih et al., 2024; Setyaningrum & Budiwitjaksono, 2024). 

Fenomena fraud di sektor publik semakin kompleks, dengan kasus korupsi dan manipulasi keuangan yang terus 

meningkat dan berdampak signifikan terhadap kerugian negara (Rahmi et al., 2024). Manipulasi merupakan tindakan 

kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dengan motif menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan 

pihak lain, sebagai tindakan illegal bahkan bertentangan dengan etika (Batara & Budiwitjaksono, 2025; Lubis & 

Budiwitjaksono, 2023; Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021; Haqq & Budiwitjaksono, 2019; Susanti & 

Budiwitjaksono, 2019; Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Beberapa kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) pada tahun 2024, seperti korupsi hibah DPRD Jawa Timur (Syakirun Ni’am, 2024) dan pemotongan 

insentif pajak di Kabupaten Sidoarjo (Yandwiputra, 2024), menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal. Hal 

ini diperparah dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap berbagai ketidaksesuaian dalam laporan 

keuangan sejumlah instansi daerah (BPK RI, 2024); Harianto, 2024), yang menunjukkan masih rendahnya kualitas 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Putri et al., 2023). 

Untuk memperkuat pencegahan dan deteksi fraud, whistleblowing system menjadi salah satu mekanisme 

penting yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim dan terlindungi (Hidayah & Nurcahya, 2022). 

Meskipun beberapa penelitian menyatakan sistem ini efektif (Maharani, 2021), hasil lain menunjukkan efektivitasnya 

masih dipertanyakan (Maisaroh & Nurhidayati, 2021; Atmadja. & Daniel T.H. Manurung, 2019), sehingga perlu dikaji 

lebih lanjut. Di sisi lain, kemajuan teknologi memungkinkan pemanfaatan big data untuk mendeteksi indikasi 

kecurangan secara lebih cepat dan akurat (Syahputra & Afnan, 2020). Badan Pemeriksa Keuangan telah 
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mengembangkan inovasi berupa BIDICS untuk mempercepat proses audit melalui teknik big data analytics (Putra et 

al., 2023), yang mampu mendeteksi pola-pola anomali dalam data keuangan yang besar dan kompleks. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan whistleblowing system dan big data berperan 

penting dalam mendeteksi kecurangan di sektor publik. Syahputra & Irawati, 2023 melibatkan 191 auditor dari BPK, 

BPKP, dan Inspektorat, dan menemukan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan 

suap. Kendala dalam penelitian ini adalah proses distribusi kuesioner yang terhambat akibat pandemi Covid-19, 

sehingga disarankan penggunaan metode pengumpulan data berbasis daring dan follow-up berkala. Penelitian oleh 

Syahputra & Afnan, 2020 menunjukkan bahwa big data secara signifikan memengaruhi audit forensik dan deteksi 

fraud. Dalam penelitian yang melibatkan 221 auditor di berbagai kantor perwakilan BPK dan BPKP ini, audit forensik 

berperan sebagai variabel mediasi parsial yang memperkuat hubungan antara penggunaan big data dan efektivitas 

pendeteksian kecurangan. Penelitian oleh Yasa & Haq, 2023 memperkuat temuan sebelumnya dengan menyimpulkan 

bahwa whistleblowing system juga memberikan pengaruh signifikan terhadap deteksi fraud. Pengaruh ini terjadi baik 

secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung, yakni melalui audit investigatif dan audit forensik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sinergi antara whistleblowing system dan audit mendalam dapat meningkatkan efektivitas 

pengungkapan kecurangan. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh whistleblowing system dan big data terhadap 

pendeteksian fraud di instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana kedua variabel 

tersebut berperan dalam proses deteksi fraud, khususnya dalam konteks audit sektor publik oleh BPK Perwakilan 

Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat belum banyak studi yang mengintegrasikan 

whistleblowing dan big data dalam satu kerangka deteksi fraud di sektor publik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi lembaga audit, serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan 

pencegahan fraud yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan modern. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Penelitian 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner. Auditor yang bertugas di BPK RI Perwakilan Jawa Timur, sebanyak 156 orang, menjadi 

populasi penelitian ini. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih 

responden berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan rumus Slovin dan tingkat 

kesalahan sebesar 5%, ditetapkan bahwa sebanyak 112 auditor dijadikan sebagai sampel yang dianggap mampu 

merepresentasikan populasi serta menyediakan data yang relevan untuk mendukung fokus penelitian. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS). 

Metode ini dipilih karena mampu menguji model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara 

simultan, serta tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Selain itu, SEM-PLS dinilai efektif untuk penelitian 

dengan jumlah sampel relatif kecil dan struktur model yang kompleks (Hair et al., 2014: Jr. et al., 2023). Pengujian 

validitas instrumen dilakukan melalui nilai outer loadings dengan batas minimum 0,70 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) di atas 0,50. Uji reliabilitas dilakukan melalui nilai composite reliability yang juga harus lebih dari 

0,70. Pengujian hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% untuk menentukan pengaruh antar variabel dalam 

model yang diajukan. 

Penelitian ini melibatkan dua variabel independen, yaitu big data dan whistleblowing system, serta satu 

variabel dependen, yaitu pendeteksian fraud. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 

hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 merepresentasikan 

tingkat persetujuan sangat setuju 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori 

Fraud Triangle oleh Cressey (1953), menjelaskan bahwa tindakan kecurangan biasanya muncul akibat kombinasi dari 

tiga elemen utama: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan mengacu pada kondisi keuangan atau tuntutan 

kerja yang mendorong individu melakukan fraud; kesempatan merujuk pada lemahnya pengawasan atau sistem 

kontrol yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan; sementara rasionalisasi adalah pembenaran pribadi atas 

perilaku menyimpang tersebut (Tickner Peter & Button Mark, 2021; Wicaksono & Prabowo, 2022). Model ini telah 

diperluas menjadi Fraud Diamond dengan menambahkan unsur kapabilitas (Wolfe & Hermanson, 2004), Fraud 

Pentagon dengan kompetensi dan arogansi (Crowe, 2011), serta Fraud Hexagon yang mencakup unsur kolusi 

(Vousinas, 2019). Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap motivasi pelaku kecurangan semakin 

kompleks dan multidimensional. 

Agency Theory menjelaskan hubungan antara principal (pemberi tugas) dan agent (pelaksana tugas), di mana 

agent bertanggung jawab mengelola sumber daya atas nama principal (Parker et al., 2018; Fayezi et al., 2012). Konflik 

kepentingan muncul ketika agent bertindak demi keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan principal, 

yang dikenal sebagai agency problem (Bendickson et al., 2016). Fraud sering kali terjadi akibat perbedaan informasi, 

lemahnya pengawasan, dan sistem pengendalian internal yang tidak memadai (Anugerah, 2019). Dalam konteks 
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pemerintahan, teori ini menjadi landasan untuk memahami perilaku fraud yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana 

penerapan big data dan whistleblowing system dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi asimetri informasi 

dan meningkatkan akuntabilitas. 

Technology Acceptance Model (TAM), oleh Davis, (1989), menyatakan bahwa keputusan individu untuk 

menggunakan teknologi dipengaruhi oleh persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaannya (perceived ease of use). Dalam konteks audit pemerintahan, keberhasilan penggunaan teknologi big 

data sangat bergantung pada sejauh mana auditor merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan 

(Tumsifu & Gekombe, 2020; Pratama & Komariyah, 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aspek seperti 

harapan kinerja, harapan usaha, dan ketersediaan fasilitas memengaruhi penerimaan auditor terhadap teknologi big 

data. Selain itu, perlindungan data menjadi faktor penting dalam penerapan teknologi ini di sektor publik, mengingat 

adanya regulasi seperti UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Konsumen (Nainggolan & Nasution, 

2023). 

2.3 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini melibatkan dua variabel independen, yaitu big data dan whistleblowing system, serta satu variabel 

dependen, yaitu pendeteksian fraud. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data dikumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner. Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 5, di 

mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 merepresentasikan tingkat 

persetujuan sangat setuju. Pendeteksian fraud dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan auditor dalam 

mengidentifikasi indikasi atau tindakan kecurangan melalui hasil pemeriksaan keuangan dan operasional. Indikator 

variabel ini mengacu pada delapan aspek risiko fraud seperti pelanggaran SOP, kepemimpinan otoriter, kesalahan 

laporan keuangan, dan diskriminasi terhadap pegawai yang dapat menjadi sinyal adanya potensi kecurangan 

(Syahputra & Afnan, 2020). Salah satu indikator penting adalah bahwa tidak adanya laporan fraud tidak selalu berarti 

lingkungan bebas kecurangan, namun bisa menjadi indikator lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan. 

Whistleblowing system didefinisikan sebagai mekanisme pelaporan kecurangan secara aman yang 

memberikan perlindungan kepada pelapor dan mendorong transparansi di lingkungan instansi publik. Sistem ini 

dianggap efektif bila mampu meningkatkan partisipasi pelaporan, mendorong transparansi laporan keuangan, serta 

menjadi sumber awal dalam proses investigasi auditor (Hidayah & Nurcahya, 2022;  Syahputra & Irawati, 2023). 

Indikator yang digunakan antara lain mencakup efektivitas sistem, perlindungan terhadap pelapor, dan kontribusinya 

terhadap peningkatan akuntabilitas serta pencegahan fraud. Big data dalam konteks ini merujuk pada pemanfaatan 

sistem analitik berbasis data besar, seperti BIDICS (Big Data-Based Intelligent Detection and Control System), yang 

membantu auditor mempercepat tugas dan meningkatkan kualitas hasil audit. Efektivitas penggunaan BIDICS diukur 

melalui persepsi auditor terhadap kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, serta pengaruhnya terhadap 

kinerja audit (Syahputra & Afnan, 2020; Putra et al., 2023). Misalnya, indikator meliputi persepsi bahwa BIDICS 

mempercepat tugas audit, meningkatkan efektivitas kerja, dan mudah dipelajari serta dioperasikan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Whistleblowing System pada pendeteksian fraud 

Whistleblowing system merupakan suatu mekanisme pelaporan yang dirancang untuk memungkinkan individu, baik 

dari lingkungan internal organisasi seperti pegawai maupun dari pihak eksternal seperti masyarakat atau mitra kerja, 

untuk melaporkan dugaan kecurangan secara anonim, aman, dan terlindungi. Sistem ini bertujuan menyediakan jalur 

pelaporan yang independen dari struktur hierarkis organisasi, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini dan 

ditindaklanjuti secara cepat. Dalam kerangka Fraud Triangle Theory yang dikembangkan oleh Cressey (1953), 

whistleblowing berfungsi sebagai alat untuk mengurangi elemen opportunity, yaitu kesempatan untuk melakukan 

kecurangan yang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal. Dengan adanya sistem pelaporan 

yang efektif, organisasi dapat mempersempit celah yang memungkinkan terjadinya fraud serta memperkuat 

akuntabilitas internal. 

Dalam perspektif Agency Theory, whistleblowing system berperan sebagai mekanisme pengendalian yang 

dapat meminimalkan konflik antara principal dan agent. Dalam konteks ini, principal merujuk pada masyarakat atau 

pemerintah sebagai pemilik kepentingan publik, sementara agent adalah pegawai atau pejabat publik yang diberi 

wewenang untuk mengelola sumber daya atas nama principal. Konflik keagenan terjadi ketika agent bertindak untuk 

kepentingannya sendiri, tidak sejalan dengan tujuan principal. Keberadaan whistleblowing system memungkinkan 

principal memperoleh akses informasi yang sebelumnya tersembunyi, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan 

oleh agent dapat ditekan. Dengan demikian, sistem ini memiliki nilai strategis dalam menciptakan tata kelola 

organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik 

Whistleblowing membuka kanal kontrol sosial yang memungkinkan pelaporan penyimpangan, sehingga 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik (Parker et al., 2018; Kadek et al., 2024). Dengan 

memfasilitasi pelaporan secara anonim, whistleblowing system juga memperkuat budaya organisasi yang lebih 

terbuka dan mempersempit ruang gerak penyimpangan yang tidak terdeteksi. Hal ini sejalan dengan pentingnya 

integritas kelembagaan dan penguatan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. 

Hipotesis yang diajukan yaitu:  
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H1: Whistleblowing system berpengaruh terhadap pendeteksian fraud. 

2.4.2 Big Data 

Big data adalah teknologi pengolahan data dalam volume besar dan kompleks, yang terdiri dari elemen 3V: volume, 

velocity, dan variety. Dalam konteks audit dan pengawasan, big data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola 

yang mencurigakan dan mendeteksi anomali yang berpotensi merupakan bentuk kecurangan. Syahputra & Afnan, 

2020 membuktikan bahwa penerapan big data memperkuat efektivitas audit forensik dan meningkatkan kecepatan 

deteksi fraud. Berdasarkan Agency Theory, pengawasan yang intensif menjadi salah satu cara mengatasi konflik 

kepentingan antara agent dan principal. Big data menyediakan sarana pemantauan otomatis melalui teknologi berbasis 

algoritma dan machine learning, yang dapat mendeteksi penyimpangan perilaku secara real-time (Hipgrave, 2013).  

Sementara itu, dari sudut pandang Technology Acceptance Model (TAM), adopsi teknologi big data akan 

efektif bila pengguna merasakan manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (ease of use), 

sebagaimana dijelaskan oleh Davis (1989) dan didukung oleh Pratama & Komariyah, 2023. Penerapan big data juga 

harus memperhatikan aspek keamanan informasi dan perlindungan data, sesuai dengan regulasi seperti Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik (Nainggolan & Nasution, 2023). Kombinasi antara kemampuan teknis big data 

dan tata kelola informasi yang baik memungkinkan peningkatan deteksi fraud secara sistematis dan berbasis data. 

Hipotesis yang diajukan yaitu:  

H2: Big data berpengaruh terhadap pendeteksian fraud 

Berdasarkan penjabaran teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, maka dirumuskan dua hipotesis 

utama dalam penelitian ini. Kedua hipotesis tersebut kemudian divisualisasikan dalam kerangka hipotesis pada 

Gambar 1, yang menggambarkan hubungan antara variabel independen whistleblowing system dan big data terhadap 

variabel dependen pendeteksian fraud. 

 

Gambar 1. Hipotesis Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data Penelitian  

Untuk memberikan gambaran umum karakteristik responden dalam penelitian ini, berikut disajikan distribusi data 

berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, penggunaan sistem BIDICS, pelatihan audit, serta 

rentang usia auditor yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 1. Data Penelitian 

Variabel Kategori / Statistik 
Jumlah 

(n) 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin Pria 58 52% 
 Wanita 54 48% 

Pendidikan Terakhir S1 43 38% 
 S2 69 62% 

Pengalaman Kerja 5 - 8 Tahun 5 4% 
 > 8 Tahun 107 96% 

Menggunakan BIDICS Ya 95 85% 
 Tidak 17 15% 

Mengikuti Pelatihan Audit Ya 112 100% 

Umur (Tahun) Rata-rata ~42 - 
 Minimum 31 - 
 Maksimum 58 - 

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa sebanyak 112 auditor BPK RI Perwakilan Jawa Timur berpartisipasi sebagai 

responden dalam penelitian ini. Komposisi gender menunjukkan keseimbangan yang cukup proporsional, yakni 58 

responden (52%) berjenis kelamin pria dan 54 responden (48%) berjenis kelamin wanita, yang mencerminkan 
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keberagaman dalam distribusi gender di lingkungan kerja auditor pemerintah. Dari sisi pendidikan terakhir, mayoritas 

responden memiliki kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 69 orang (62%), sementara 43 responden (38%) 

berpendidikan Strata Satu (S1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar auditor memiliki latar belakang akademik 

yang tinggi, yang selaras dengan tuntutan profesionalisme dalam pelaksanaan audit sektor publik. 

Dari segi pengalaman kerja, sebanyak 107 responden (96%) memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun, 

sedangkan 5 responden (4%) berada dalam rentang 5 hingga 8 tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mayoritas 

auditor yang menjadi sampel merupakan tenaga profesional yang sudah sangat familiar dengan proses audit, kebijakan 

pengawasan internal, serta prosedur deteksi fraud di instansi pemerintah. Dalam hal pemanfaatan teknologi audit, 95 

responden (85%) menyatakan telah menggunakan sistem Big Data Analytics (BIDICS) dalam pelaksanaan audit 

mereka, sedangkan 17 responden (15%) belum menggunakan sistem tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

sebagian besar auditor sudah mulai mengintegrasikan teknologi analitik dalam proses pemeriksaan keuangan, yang 

sejalan dengan upaya BPK dalam mengembangkan sistem audit berbasis big data. 

Seluruh responden (100%) juga telah mengikuti pelatihan audit, yang memperkuat asumsi bahwa mereka 

memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Adapun rentang usia responden berkisar antara 31 tahun hingga 58 tahun, dengan rata-rata 

usia sekitar 42 tahun. Rentang ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam usia produktif dengan 

pengalaman kerja yang matang. Secara keseluruhan, profil responden mencerminkan populasi auditor yang 

berpengalaman, terlatih, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga data yang diberikan dapat dianggap 

kredibel dan relevan dalam mendukung tujuan penelitian ini. 

3.2 Hasil Uji Pengukuran atau Outer Model   

Pengujian .outer model digunakan dalam pendekatan PLS-SEM untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator 

terhadap konstruk laten. Seluruh indikator menunjukkan nilai outer loading di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa 

setiap indikator memberikan kontribusi yang kuat dan valid terhadap konstruk yang diukurnya. Rincian hasil 

pengujian . tersebut ditampilkan . pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Hasil Outer Loadings 

Indikator WB X1 BD X2 Y 

X1.1 0.881   

X1.2 0.839   

X1.3 0.724   

X1.5 0.913   

X2.1  0.809  

X2.2  0.750  

X2.3  0.840  

X2.4  0.898  

X2.5  0.763  

X2.6  0.873  

X2.7  0.805  

X2.8  0.804  

Y.2   0.864 

Y.3   0.722 

Y.4   0.912 

Y.6   0.710 

Y.7   0.740 

3.2.1 Hasil Uji Cross Loadings 

Pengujian cross loading merupakan bagian krusial dalam evaluasi validitas diskriminan, yaitu sejauh mana masing-

masing indikator dalam model mengukur konstruk yang seharusnya diwakili secara eksklusif, bukan konstruk lainnya. 

Validitas diskriminan yang baik memastikan .bahwa setiap konstruk bersifat unik dan tidak memiliki tumpang tindih 

signifikan dengan konstruk lain dalam model struktural. Dalam pendekatan Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling (PLS-SEM), validitas diskriminan dikatakan tercapai apabila setiap indikator memiliki nilai loading 

.tertinggi pada konstruk asalnya .dibandingkan dengan loading pada konstruk lainnya (Hair et al., 2014). 

Dalam hasil pengujian penelitian ini, seluruh indikator dari ketiga konstruk yakni Whistleblowing System (X1), 

Big Data (X2), dan Pendeteksian Fraud (Y) menunjukkan pola loading yang konsisten dan sesuai harapan. Sebagai 

contoh, indikator X1.1 memiliki nilai loading sebesar 0,881 terhadap konstruk X1, namun hanya 0,503 terhadap X2 

dan 0,330 terhadap Y. Hal ini menandakan bahwa indikator tersebut lebih kuat dalam merefleksikan Whistleblowing 

System daripada konstruk lain. Pola serupa juga terlihat pada indikator-indikator lainnya seperti X2.4 yang memiliki 

loading tertinggi (0,898) pada konstruk Big Data, jauh di atas loading-nya pada konstruk selain X2. Indikator-indikator 

pada konstruk Y pun memperlihatkan nilai loading tertinggi terhadap konstruk Pendeteksian Fraud, memperkuat 

keabsahan struktur pengukuran. 
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Hasil ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa setiap indikator dalam model memiliki kemampuan 

diskriminatif yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas 

diskriminan. Keberhasilan ini mendukung integritas model pengukuran dalam PLS-SEM, karena tanpa validitas 

diskriminan yang baik, estimasi hubungan antar konstruk dalam model struktural dapat menjadi bias dan tidak dapat 

diandalkan (Hair et al., 2014). Oleh karena itu, keberadaan validitas diskriminan yang solid pada tahap ini menjadi 

landasan penting untuk melanjutkan interpretasi hasil pada inner model, termasuk uji hipotesis dan kekuatan prediktif 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk 

Konstruk 
Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 
AVE 

WB X1 0.882 0.907 0.709 

BD X2 0.930 0.942 0.671 

Y 0.852 0.894 0.630 

Pada Tabel 3, reliabilitas konstruk dievaluasi melalui nilai Cronbach’s Alpha, Composite Reliability (CR), dan 

Average Variance Extracted (AVE). Hasil menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model memenuhi kriteria 

kelayakan. Konstruk Whistleblowing System (X1) memiliki Alpha sebesar 0,882, CR sebesar 0,907, dan AVE sebesar 

0,709. Sementara itu, konstruk Big Data (X2) mencatat nilai Alpha sebesar 0,930, CR sebesar 0,942, dan AVE sebesar 

0,671. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam masing-masing konstruk memiliki 

konsistensi .internal yang . sangat baik serta mampu menjelaskan varians konstruk secara signifikan. 

Konstruk Pendeteksian Fraud (Y) juga menunjukkan . hasil yang .memadai, dengan nilai Alpha sebesar 0,852, 

CR sebesar 0,894, dan AVE sebesar 0,630. Seluruh nilai berada di atas ambang minimum yang disarankan, yaitu 0,70 

untuk Alpha dan CR serta 0,50 untuk AVE. Hal ini menegaskan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak hanya reliabel, tetapi juga valid secara konvergen, sehingga konstruk dalam model pengukuran telah layak untuk 

digunakan pada tahap analisis struktural berikutnya. 

3.3 Hasil Uji Model Struktural (Inner Model) 

Hasil Uji Model Struktural (Inner Model) adalah bagian dari analisis Structural Equation Modeling (SEM) yang 

digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar konstruk laten (variabel laten) dalam suatu model penelitian. Inner 

model menguji hubungan kausal antar variabel laten berdasarkan teori atau hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

Tabel 4. Hasil R Square 

Variabel R² R² Adjusted 

Y 0.408 0.398 

Nilai R Square sebesar 0,408 yang ditampilkan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa sebesar 40,8% varians pada 

variabel Pendeteksian Fraud (Y) dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu Whistleblowing System (X1) 

dan Big Data (X2). Angka ini berada dalam kategori daya jelas sedang, yang berarti bahwa model memiliki 

kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel, meskipun belum sepenuhnya 

kuat. 

Sementara itu, nilai R Square Adjusted sebesar 0,398 menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah karena telah 

mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model, sehingga lebih konservatif dan akurat dalam konteks model 

kompleks. Perbedaan antara nilai R Square dan R Square Adjusted yang relatif kecil menunjukkan stabilitas model 

dalam menjelaskan varians variabel dependen. Namun demikian, masih terdapat 59,2% varians yang tidak dijelaskan 

oleh kedua. variabel tersebut, yang mengindikasikan . bahwa terdapat .faktor-faktor lain di .luar model yang turut 

memengaruhi deteksi fraud. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan model lebih lanjut, dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel tambahan seperti integritas organisasi, kualitas pengendalian internal, dan 

dukungan teknologi informasi lainnya sebagai prediktor potensial 

Tabel 5. Hasil F Square 

 WB X1 BD X2 

Y 0.000 0.368 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, nilai F Square digunakan untuk mengukur besarnya efek relatif 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Variabel Big Data (X2) memiliki nilai 

sebesar 0,368, yang tergolong dalam kategori efek sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan big data 

memberikan kontribusi yang cukup kuat terhadap perubahan variabel Pendeteksian Fraud (Y), serta memainkan peran 

penting dalam meningkatkan daya prediksi model secara keseluruhan. 

Sebaliknya, variabel Whistleblowing System (X1) hanya memiliki nilai sebesar 0,000, yang berarti 

pengaruhnya terhadap Y nyaris tidak ada atau tidak memberikan kontribusi signifikan. Temuan ini memperkuat hasil 
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analisis jalur sebelumnya, bahwa whistleblowing system belum berperan efektif dalam mendukung deteksi fraud 

dalam konteks auditor sektor publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Big Data merupakan faktor yang 

lebih dominan dibandingkan Whistleblowing System dalam memengaruhi variabel dependen, sehingga menjadi fokus 

utama dalam upaya penguatan sistem audit berbasis teknologi. 

3.4 Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah suatu prosedur dalam statistik inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan atau dugaan (hipotesis) mengenai suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. 

Tabel 6. Hasil t-Statistics dan P-Values 

Jalur Koefisien T Stat P Value Kesimpulan 

WB X1 → Y 0.016 0.209 0.835 Tidak Signifikan 

BD X2 → Y 0.628 7.284 0.000 Signifikan 

Data pada Tabel 6 menyajikan hasil pengujian model struktural yang mencakup nilai koefisien jalur, t-statistic, 

dan P-value, yang digunakan untuk menguji .pengaruh masing-masing variabel independen .terhadap variabel 

dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Whistleblowing System (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Pendeteksian Fraud (Y), dengan koefisien jalur sebesar 0,016, t-statistic 0,209, dan P-value 0,835 (> 0,05). 

Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa sistem pelaporan manual melalui whistleblowing belum mampu secara efektif 

mendukung proses deteksi kecurangan di lingkungan auditor pemerintah. 

Sebaliknya, variabel Big Data (X2) menunjukkan pengaruh yang positif, kuat, dan signifikan terhadap 

pendeteksian fraud, ditunjukkan dengan koefisien jalur sebesar 0,628, t-statistic 7,284, dan P-value 0,000. Temuan ini 

memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi big data, khususnya melalui sistem seperti BIDICS, mampu 

meningkatkan efektivitas proses audit dalam mengidentifikasi praktik fraud secara lebih akurat dan efisien. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa big data merupakan variabel yang paling dominan dalam mendeteksi fraud dalam 

model penelitian ini, dibandingkan pendekatan pelaporan tradisional seperti whistleblowing system. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pendeteksian Fraud 

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap 

pendeteksian fraud ditolak, meskipun sebagian besar responden mengakui pentingnya sistem ini sebagai sarana 

pengawasan. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal karena terbentur oleh budaya organisasi 

yang belum sepenuhnya mendukung transparansi, perlindungan pelapor yang masih lemah, dan respons sistem yang 

cenderung lambat atau tidak konsisten dalam menindaklanjuti laporan. Beberapa indikator kuesioner seperti 

efektivitas sistem pelaporan, persepsi terhadap keamanan dan kenyamanan pelapor, serta kejelasan mekanisme tindak 

lanjut, menunjukkan skor rata-rata yang rendah. Hal ini mempertegas bahwa whistleblowing system belum berjalan 

secara maksimal, baik dari sisi teknis maupun kelembagaan. Dalam kerangka agency theory, whistleblowing 

seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol antara principal dan agent, guna mengurangi asimetri informasi dan 

mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kesiapan organisasi 

dalam membangun lingkungan yang suportif, responsif, dan berkomitmen terhadap perlindungan pelapor serta 

penegakan integritas. 

Temuan ini .konsisten dengan hasil. penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maisaroh dan Nurhidayati, 

2021), serta (Atmadja. dan Daniel T.H. Manurung, 2019), yang juga menyimpulkan bahwa whistleblowing system 

tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan maupun pendeteksian fraud. Meskipun secara 

teoritis sistem ini diyakini memiliki potensi besar dalam mengungkap tindakan kecurangan (Azhar Huwaiza Fathoni 

et al., 2024), tetapi pada praktiknya menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal. 

Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil studi oleh Yasa dan Haq, (2023) yang menyatakan bahwa 

whistleblowing system berperan penting dalam mendukung proses deteksi fraud, termasuk dalam audit forensik dan 

investigatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas whistleblowing system sangat bergantung pada konteks 

kelembagaan dan kesiapan organisasi dalam menjalankan serta menindaklanjuti laporan yang masuk.. 

3.5.2 Analisis Pengaruh Big Data terhadap Pendeteksian Fraud 

Berdasarkan hasil analisis, hipotesis kedua yang menyatakan .bahwa big data berpengaruh terhadap pendeteksian fraud 

dapat diterima dan memperoleh dukungan kuat dari mayoritas responden. Sebagian besar auditor menyatakan bahwa 

sistem BIDICS telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas audit, terutama dalam hal 

percepatan proses pemeriksaan, peningkatan kualitas hasil audit, serta kemudahan dalam mengidentifikasi indikasi 

kecurangan. Teknologi big data memungkinkan . auditor untuk mengolah volume data yang besar dan kompleks secara 

efisien, sehingga pola-pola transaksi yang mencurigakan dapat dikenali lebih awal. Temuan ini menegaskan bahwa 

pemanfaatan big data jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan pelaporan manual seperti whistleblowing, yang 

sangat bergantung pada partisipasi individu dan tidak selalu menghasilkan respon yang cepat atau akurat. Keunggulan 

big data terletak pada kecepatan pemrosesan informasi, tingkat akurasi analisis, serta kemampuan prediktif yang 
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tinggi, menjadikannya sebagai alat strategis dalam mendeteksi dan mencegah fraud di lingkungan sektor publik yang 

dinamis dan terus berkembang. 

Temuan ini didukung oleh (Syahputra & Afnan, 2020; Putra et al., 2023), yang menegaskan peran big data 

dalam meningkatkan efektivitas audit forensik dan investigasi. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan pendekatan 

Technology Acceptance Model (Pratama & Komariyah, 2023) yang menjelaskan bahwa auditor menerima teknologi 

seperti big data karena kemudahan penggunaan dan manfaatnya. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa whistleblowing system tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian 

fraud di instansi pemerintah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh lemahnya implementasi sistem, rendahnya 

perlindungan terhadap pelapor, serta budaya organisasi yang belum mendukung pelaporan internal. Sebaliknya, big 

data menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam proses deteksi fraud, di mana teknologi seperti BIDICS 

terbukti mampu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi audit. Temuan ini memperkuat argumen 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang canggih lebih efektif daripada mekanisme pelaporan manual dalam 

konteks pengawasan sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi 

pengembangan sistem pengendalian internal yang berbasis teknologi dan menekankan perlunya penguatan sistem 

pelaporan yang lebih aman dan responsif. Keterbatasan penelitian mencakup pendekatan kuantitatif yang belum 

menggali aspek kualitatif seperti resistensi budaya organisasi serta keterbatasan cakupan responden yang hanya 

mencakup auditor instansi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode 

kualitatif atau mixed method, serta memperluas populasi penelitian untuk meningkatkan generalisasi dan memberikan 

pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendeteksian fraud di sektor 

publik. 
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